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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANALISIS DAMPAK I,ALU UNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang a. bahwa peningkatan pem pusat kegiatan

dan/atau usaha, menimbulkan gangguan

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga

dan

terhadap dampak gangguan tersebut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pas€J 47 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2OtI tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap

rencana pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur yang akan

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan anglutan

jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis

Dampak Lalu Lintas.

1. Pasal 1E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengtngat

. �. . . . . . ' 

BUPATITORAJAUTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa peningkatan pembangunan pusat kegiatan 
dan/ atau usaha, menimbulkan gangguan 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga 
memerlukan pengaturan dan pengendalian 
terhadap dampak gangguan tersebut; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap 
rencana pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur yang akan 
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 
jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis 
Dampak Lalu Lintas. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

LaIu Lintas dan anglutan Jalan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 ter:tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 86, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol1

tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Ialu Lintas
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 61, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2

tentang lzin (lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4874); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5221); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan 
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Iembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5285);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 96
Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 83a);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM Zs
Tahun 2Ol5 tentang Penyelenggar€Lan Analisis
Dampak I"alu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57O) sebagaimana

telah diubah beberapa kali teraktrir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 11

Tahun ZOLT tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Ts
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2971;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ia Utara
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2Ol2-2O32

(Lembaran Daeratr I(abupaten Toraja Utara Tatrun
2Ot2 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ia Utara
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungarl
(kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2OL4 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah

Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 56);

13. Peraturan Daeratr l(abupaten Toraja Utara
Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Nomor 61);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan

Sempadan Sungai (Lembaran Daeratr Kabupaten

Tora.ia Utara Tahun 2OL8 Nomor 6, Tambahan
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Indonesia Republik Negara Lembaran 
Nomor 5285); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 834); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 297); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 56); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 61); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan 
Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan 
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kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORA.IA UTARA

dan

BUPATI TORA"IA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK

I,ALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal,am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah

uruaan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinstp
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud daLam Undang-Undang Dsara Negara
Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sefueg4i unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

urusan pemerintahan yang menjadi
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tora.ia Utara yang berkedudukan
sebagai unsur penyelengga.ra Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7, Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan
Kabupaten Toraja Utara.

!1

Menetapkan 

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 93). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA 

dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK 
LALU LINTAS. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dsara Negara 
Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan 
Kabupaten Toraja Utara. 
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8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya
disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan
kajian mengenai dampak lalu lintas dari
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang
mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu
lintas menjadi tingkatyang lebih rendah, diakibatkan
oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-
unsur jaringan transportasi jalan.

10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah
serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
penencana,an, pengadaan, pemasangan, pengaturan,
dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam
rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas.

11. Dokumen analisis dampak lalu lintas atau dapat
disebut Dokumen Andalalin, adalah hasil
studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan
dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang
terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen
analisis kinerja latu lintas, serta dokumen
manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

12, Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah
suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang,
dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan
melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu
lintas.

13. KeseLamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah
suatu keadaan terhindamya setiap orang dari risiko
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan
oleh manusia, jalan, dan/atau

14. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah
suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung
secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban
setiap pengguna di jalan.

15. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah
suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan
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8. Analisis Dampak La.lu Lintas yang selanjutnya 
disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan 
kajian mengenai dampak lalu lintas dari 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam 
bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 

9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang 
mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu 
lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan 
oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur- 
unsur jaringan transportasi jalan. 

10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah 
serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, 
dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam 
rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
lalu lintas. 

11. Dokumen analisis dampak lalu lintas atau dapat 
disebut Dokumen Andalalin, adalah basil 
studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan 
dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang 
terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen 
analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen 
manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 

12. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah 
suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, 
dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan 
melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu 
lintas. 

13. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah 
suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko 
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan 
oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau 
lingkungan. 

14. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah 
suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung 
secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban 
setiap pengguna di jalan. 

15. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah 
suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan 
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angkutan yang bebas dari hambatart dan kemacetan
di jalan.

16. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan atau
perjalanan masuk dan keluar rata-rata per hari atau
selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu
kegiatan dan/atau usaha.

17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

18. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau
badan yang bertanggungiawab atas kegiatan
dan/atau usatra.

19. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai dan
mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu
lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau
Pembangun.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewqiiban di bidang Andalalin.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tora.ia

Utara untuk melakukan pengawasan dan penyidikan
tindak pidana di bidang Andalalin.

Z?.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin
serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah
untuk mengatur dan mengendalikan setiap
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angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan 
dijalan. 

16. Bangkitan lalu lintas adalahjumlah kendaraan atau 
perjalanan masuk dan keluar rata-rata per hari atau 
selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu 
kegiatan dan/ atau usaha. 

17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk 
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecualijalan rel danjalan kabel. 

18. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau 
badan yang bertanggungjawab atas kegiatan 
dan/atau usaha. 

19. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai dan 
mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu 
lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau 
Pembangun. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau 
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban di bidang Andalalin. 

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja 
Utara untuk melakukan pengawasan dan penyidikan 
tindak pidana di bidang Andalalin. 

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin 
serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah 
untuk mengatur dan mengendalikan setiap 
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pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang

dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Bagran I(edua

Tujuan

Pasal 3

I\rjuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah
untuk kepastian hukum kepada
masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam

, dan mengawasi
pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastrulctur lainnya agar tidak menimbulkan gangguan

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a. kewajiban dan kriteria;
b. tata cara Andalalin;
c. penilaian dan tindak l,anjut; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEWA.'IBAN DAN KRITERIA

Bagan Kesatu

Kewajibart

Pasal 5

(1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang

pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur di Daerah yang akan

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kel,ancaran lalu lintas dan angkutan
jalan wajib melakukan Andalalin.

p| Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman,

dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa pembangunan baru atau

pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lar{ut mengenai pengembangan

7

pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang 
dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah 
untuk memberikan kepastian hukum kepada 
masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam 
merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi 
pembangunan, pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur lainnya agar tidak menimbulkan gangguan 
kearnanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: 

a. kewajiban dan kriteria; 
b. tata cara Andalalin; 
c. penilaian dan tindak lanjut; dan 
d. pembinaan dan pengawasan. 

BAB IV 

KEW AJIBAN DAN KRITERIA 

Bagian Kesatu 

Kewajiban 

Pasal 5 

(1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang 
merencanakan pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur di Daerah yang akan 
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 
jalan wajib melakukan Andalalin. 

(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, 
dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa pembangunan baru atau 
pengembangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 
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sebagai66la dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Ikiteria

Pasal 6

(l) Pusat Kegiatan sebagaiman4 dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) berupa bangunan untuk:
a. kegiatan seperti pusat

perbelanjaan/ritel;
b. kegiatan perkantoran;

c. kegiatan industri dan perindustrian;

d. fasilitas pendidikan

1. sekolah atau universitas; dan

2. lembaga kursus.

e. fasilitas pelayanan umum;

l. rumah sakit;

2. klinik bersama; dan

3. bank

f. stasiun pengisian bahan bakar umum;

g hotel;

h. gedung pertemuan;

i. restoran;

j. fasilitas olah raga (ind.ooratau antdoot);

k. bengkel kendaraan bermotor; dan

l. pencucian mobil.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal S

ayat (1) berupa:

a. perumahan dan permukiman;

b. rumah susun dan apartemen;

c. asramal dan

d. ruko.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) berupa:

e. akses ke dan dari jalan tol;

f.

c.

E

bandar udara;

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Kriteria 

Pasal 6 

(1) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) berupa bangunan untuk: 
a. kegiatan perdagangan seperti pusat 

perbelanjaan / ritel; 
b. kegiatan perkantoran; 

c. kegiatan industri dan perindustrian; 

d. fasilitas pendidikan; 

1. sekolah atau universitas; dan 

2. lembaga kursus. 

e. fasilitas pelayanan umum; 

1. rumah sakit; 

2. klinik bersama; dan 

3. bank 

f. stasiun pengisian bahan bakar umum; 

g. hotel; 

h. gedung pertemuan; 

i. restoran; 

j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor); 

k. bengkel kendaraan bennotor; dan 

1. pencucian mobil. 

(2) Pennukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) berupa: 

a. perumahan dan permukiman; 

b. rumah susun dan apartemen; 

c. asrama; dan 

d. ruko. 

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) berupa: 

e. akses ke dan darijalan tol; 

f. pelabuhan; 

g. bandar udara; 
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h. terminal;

i. stasiun kereta api;

j. pool kendaraan;

k. f;asilitas parkir untuk umum;

l. jalan layang (flyouef;

m. lintas bawah (under po"ss); dan

n. terowongan (fitnnetl;

(a) Bangunan/ permukiman/ infrastruktur liainnya.

(5) Ketentuan lebih l,anjut mengenai kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2|, ayat (3) dan ayat (4)

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Hasil Andalalin sebage.imana dimaksud dalam Pasal S

ayat (1) merupakan salatr eatu syarat bagi Pengembang
atau Pembangun untuk memperoleh:

a. iztn lokasi;

b. ian mendirikan bangunan; atau

c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 8

Pengembang atau Pembangun melakukan Andalalin
dengan rnenunjuk lernbaga koneultan yang momiliki
tenaga ahli bersertilikat sebagai penyusun Andalalin yang
memiliki pengetatruan di bidang teknik perencanaan

transpqfia$i, dan teknik manaientlgq serta rekayasa lalu
lintas.

Pasal 9

(1) Hasil Adalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin.

Vt Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

a analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan akibat pembangunan;

b simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan
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h. terminal; 

i. stasiun kereta api; 

j. pool kendaraan; 

k. fasilitas parkir untuk umum; 

1. jalan layang (fiyove-r,; 

m. lintas bawah (under pass); dan 

n. terowongan (tunne�; 

(4) Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi Pengembang 
atau Pembangun untuk memperoleh: 

a. izin lokasi; 

b. izin mendirikan bangunan; atau 

c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi 
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABV 

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

Pasal 8 

Pengembang atau Pembangun melakukan Andalalin 
dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki 
tenaga ahli bersertifikat sebagai penyusun Andalalin yang 
memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan 
tr�!!§PQrw.§i, g� t�kni� m�n�j�.m�n serta r�krur�§� !�!Y 
lintas. 

Pasal 9 

(1) Hasil Adalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin. 

(2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), paling sedikit memuat: 

a analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan akibat pembangunan; 

h simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan 
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adanya pengembangan;

c rekomendasi dan rencana implementasi
penanganan dampak;

d tanggung jawab Pemerintatr Daeratr dan
Pengembang atau Pembangun dalam penanganan
dampak;

G. r€ncena pernantauan dan evaluasi; dan

f gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan.

g Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam
penanganan dampak sebegaimana dimaksud pada
ayat tzl huruf d dilakukan dalam lokasi pusat
kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang
dibangun atau dikembangkan.

BAB VI

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 1O

(1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari
Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.

@ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan persetujuan daLam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerl'a untuk pembangunan yang
diperuntukkan bagr masyarakat berpenghasilan
rendah, sedangkan untuk menengah atas, rumah
susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat
kegiatan dan infrastruktur 15 (lima belas) hari kerja
sejek diterimaaya dokumem. Andalalin seeara lengkap
dan memenuhi persyaratan.

(3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) , Bupati sesuai dengan
kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen
Andalalin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

$ Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri dari:

tL, pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan;

b. pembinajalan; dan
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implementasi rencana 

adanya pengembangan; 

c rekomendasi dan 
penanganan dampak; 

d tanggung jawab Pemerintah Daerah dan 
Pengembang atau Pembangun dalam penanganan 
dampak; 

e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan 

f gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau 
dikembangkan. 

(3) Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam 
penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat 
kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang 
dibangun atau dikembangkan. 

BAB VI 

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 

Bagian Kesatu 

Penilaian 

Pasal 10 

(1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari 
Bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa. 

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan yang 
diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, sedangkan untuk menengah atas, rumah 
susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat 
kegiatan dan infrastruktur 15 (lima belas) hari kerja 
sejak diterimaaya dekuraea Andalalin seeara leagkap 
dan memenuhi persyaratan. 

(3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan 
kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen 
Andalalin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri dari: 

a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan; 

b. pembina jalan; dan 
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c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Q Biaya Tim Evaluasi dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

@ Bupati
memberikan persetujuan
pada ayat (1) kepada KepaLa Dinas yang
perhubungan.

Pasal 11

Tim Evaluasi seb'gaimana dimaksud dalam Pasal 1O

mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan

b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusutkan dalam
hasil Andalalin.

untuk
dimaksud

dimakeud

Pasal 12

(1) Hasil Penileian Tim Evaluasi
dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati.

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan

hasil Andeldiu yang disampaikas scbagainana
dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan,
Bupati mengembalikan hasil analisis kepada
Pengembang atau Pembangun untuk

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan
hasil Andalalin yang sebagai6.rr"
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah memenuhi
pereyaratan, Bupati meminta kepada Pengembang
atau Pembangun untuk membuat dan

surat pernyataan kesanggupan
melaksanakan aemua kewajiban yang tercantum
dalam dokumen hasil Andalalin.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagran yang tidak
dokumen hasil Andalalin.

dari

(Q Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 14

(1) Dokumen Andalalin yang telah disetqiui oleh Bupati
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c. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(5) Biaya Tim Evaluasi dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(6) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk 
memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang membidangi 
perhubungan. 

Pasal 11 

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
mempunyai tugas: 

a. melakukan penilaian terhadap basil Andalalin; dan 

b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam 
hasil Andalalin. 

Pasal 12 

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati. 

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan 
hasil A!1g�!�Hn YMg disampaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) belum memenuhi persyaratan, 
Bupati mengembalikan hasil analisis kepada 
Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan 
hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah memenuhi 
persyaratan, Bupati memiata kepada Pengerabaag 
a tau Pembangun untuk membuat dan 
menandatangani surat pernyataan kesanggupan 
melaksanakan semua kewajiban yang tercantum 
dalam dokumen basil Andalalin. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
dokumen hasil Andalalin. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur dioperasikan. 

Bagian Kedua 

Tindak Lanjut 

Pasal 14 

(1) Dokumen Andalalin yang telah disetujui oleh Bupati 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib
dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun.

P) Pengembang atau Pembangun wajib menyeratrkan
dokumen Andalalin kepada Dinas Perhubungan
sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan dokumen Andalalin yang telah disetujui.

A Dahm melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
membentuk tim yang diHaplian dffigan ldeplfusarr Bupati

g tim yang terdiri atas unsur:
a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan;

b. pembina jalan;

c. Kepolisian Ne.g_ara Republik Indonesia; dan

d. Perangkat Daeratr terkait.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Pengembang atau Pembangun yang tidak
melaksanakan kewqiiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif
oleh pemben izln sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pl Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pelayanan umum;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. denda administratif;

e. pembatalan inn; dxr/atau

f. pencabutan izin.

Pasal 17

(1) Sanksi adminisEatif berupa peringatan tertulis

L2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib 
dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun. 

(2) Pengembang atau Pembangun wajib menyerahkan 
dokumen Andalalin kepada Dinas Perhubungan 
sebagai bahan untuk melakukan pengawasan. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan dokumen Andalalin yang telah disetujui. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat 
membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

(3) tim yang terdiri atas unsur: 
a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan; 

b. pembina jalan; 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

d. Perangkat Daerah terkait. 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 16 

(1) Pengembang atau Pembangun yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal i 4 ayat ( 1} dikenai sanksi administratif 
oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara pelayanan umum; 

c. penghentian sementara kegiatan; 
d. denda administratif; 

e. pembatalan izin; dan/ atau 

f. pencabutan izin. 

Pasal 17 

(1) Sanksi administratif beru pa peringatan tertulis 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf
a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dafam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender.

p) Dalam hd Pengembang dan

melaksanakan kewajiban setelah

tidak
jangka

waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi

administratif berupa penghentian s€mentara

pelayanan umum dan/atau penghentian sementara

kegiatan selama 3O (tiga puluh) hari kalender.

(Q Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak
melaksanakan kewajiban set€lah berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikenai

denda paling banyak 17o (satu per seratus) dari nilai

kewajiban yang harus dipenuhi ol,eh Pengembang atau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (21hurufd.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tangqal

pengenaan sankei denda atau 90

(sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran

denda, atau Pembangun tidak

kelrajibannya, dikenai sanksi

pembatalan dan pencabutan izrrr

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan

huruf f.

BAB IX

KETENTUAN PEI,.IYIDIKAN

{1) PenYidit< Pegararai

Pasal 18

Negeri SiPil di

Pemerintah Daerah ber'wenang melakukan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini'

(2) Penyidik Pejabat Pega.wai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) berwenang:

a. melakukarr pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orarrg atau badart

hukum yang didup melakukan tindak pidana;

tg

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf 
a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalamjangka waktu 
30 (tiga puluh) hari kalender. 

(2) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak 
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka 
waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi 
administratif berupa penghentian sementara 
pelayanan umum dan/atau penghentian sementara 
kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak 
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai 
denda paling ban yak 1 °/o ( satu per seratus) dari nilai 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau 
Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) huruf d. 

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal 
pengenaan sanksi denda administratif atau 90 

(sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran 
denda, Pengembang atau Pembangun tidak 
melaksanakan k.ewajibannya, dik.enai .sanksi 

pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan 

huruff. 

BAB IX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

( 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan 

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. 

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 

atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan 

hukum yang diduga melakukan tindak pidana; 
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c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang

atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan

tindak pidana;

d. melakukan pemeriksaan dan pembukuan, catatan
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang

dapat diliadikan bukti perkara tindak pidana; dan
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil s6fuagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang tetap
melakukan kegiatan dengan tidak melakukan
perbaikan seperti yang dipersyaratkan setelah
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, diancam
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unfuk kegiatan d.an/atau usd-la y-qrrg sudah bprjalan

t4

c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang 
atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan 
tindak pidana; 

d. melakukan pemeriksaan dan pembukuan, catatan 
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 
diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan 
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana. 

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan hasil 
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

BABX 

SANKSI PIDANA 

Pasal 19 

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang tetap 
melakukan kegiatan dengan tidak melakukan 
perbaikan seperti yang dipersyaratkan setelah 
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima 
puluhjuta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

YntYk .k�gjl!t�n dan/.amY y§afla YMg §Yd.ab br;r.ialan 
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sebelum UedaAuera Perattrren

memenuhi ketentusn $bagaimana
H,eal 5 ayat (U psling lqnra 2 (dua)

Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII

TEIENTUAN PENUTIJP

Pasal 21

Peraturan Datratt ini mulai berhku
diundangkan.

Agar setiap txang mengetatruinyq
pengundangan Perahrran Da€rah
penempatannya dalnrn Iembaras
Toraja Utam..

Ditetapkan
pada

q

.q +lA q$

Diundangfuan di Rantepao
fda tanggal 17 Des€mber 2O2A

DAERATI
UTARA,

LEMBARAI{ DAERAH IGBTIPATEN TORA*IA UTARA TAHUN

NOREG PERATURAI{ DAERAH I$BUPATEN TORAJA
SUI,AWESI SEI"ATi{N NOMOR B.HK.ff)6 .187 .2O

hi, wajib

dalam

setelatl

tanggat

dengarr

Ihbupaten

Rantcpao
17 Deeember 2O2O

UTAR&

NOMOR 7

PROVINSI

15

sebelum berlakunya Peraturan Daera;tl ini, wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana d�sud dalam 
Pasal 5 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah 
Peraturan Daerah ini berlaku. 

BAB XII 

.KETENTUAN PENUTUP ht 
i'.",f 

Pasal 21 

Toraja Utara. 

t::i 
.(.4 
;':J 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku f � tanggal 
�: .. tt 

diundangkan. U 
/<{ 

Agar setiap orang mengetahuinya, Timerintahkan 
·.·.i 

pengundangan Peraturan Daerah t;ru dengan 
penempatannya daJam Lembaran Daenl Kabupaten 

fJ 

Diundangkan di Rantepao 
pada t.anggal 17 Desember 2020 
S DAERAH 
�tG���RAJA UTARA, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 20�0 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA 
UT+ 

PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.006.137.20 'H 
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PENJEI.ASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANAUSIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Pembangunan atau pengembangan suatu tata guna lahan akan
berdampak timbulnya perjalanan orang atau lalu lintas baru yang dapat
menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas dan angkutanjalan di sekitar kawasan atau lokasi
pembangunan tersebut. Gangguan tersebut antara lain kapasitas jalan
yang tersedia tidak dapat menampung lalu lintas yang ada dan yang
ditimbulkan oleh pengembangan atau pembangunan baru, ketersediaan
lahan parkir yang tidak disesuaikan dengan jumlah tarikan peq.alanan
yang ditimbulkan akan menimbulkan parkir di badan jalan dan menjadi
hambatan samping, pengaturan sirkuhsi arus lalu lintas yang optimal
baik di pumt kegiataa naupun di wilayah sekitar dapat menjadi
penyebab konflik dan pemicu kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah
I(abupaten Toraja Utara perlu mengambil rangkah{angkah konkrit
melalui polaksanaan Anarisis Dampak Laru Lintas bagipembangunan
atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
agar tidak sampai
ketertiban, dan kelancaran lalu lin

gangguan keamanan,
tas dan angkutan jalan . Oleh karena

itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas
Analisis Dampak Ialu Lintas dari pem pusat kegiatan,

, dan infrastruktur tertentu yang dalam penyusunannya
pada Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM 75 Tahun

2015 f€ntang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas be.serfa
perubahtmnya. Dengdn demikian lalu lintas darn angkutern jalan yerng
aman, nyarlan, selamat, tertib dan lancar dapat tetap dipertahankan di
Kabupaten Tor4ia Utara.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukupjelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukupjelas.
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

I. UMUM 

Pembangunan atau pengembangan suatu tata guna lahan akan 
berdampak timbulnya perjalanan orang atau lalu lintas baru yang dapat 
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas dan angkutanjalan di sekitar kawasan atau lokasi 
pembangunan tersebut. Gangguan tersebut antara lain kapasitasjalan 
yang tersedia tidak dapat menampung lalu lintas yang ada dan yang 
ditimbulkan oleh pengembangan atau pembangunan baru, ketersediaan 
lahan parkir yang tidak disesuaikan dengan jumlah tarikan perjalanan 
yang ditimbulkan akan menimbulkan parkir di badanjalan dan menjadi 
hambatan samping, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas yang optimal 
baik di puset kegiatan ma.upuH di wilayah sekitar dapat menja.di 
penyebab konflik dan pemicu kecelakaan lalu lintas. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah 
Kabupaten Toraja Utara perlu mengambil langkah-langkah konkrit 
melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan 
atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur 
agar tidak sampai menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena 
itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas 
Analisis Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur tertentu yang dalam penyusunannya 
berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 
201.5 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lint.as beserta 
perubahannya, Dengan demikian lalu lintas dart angkutan jalan yang 
aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar dapat tetap dipertahankan di 
Kabupaten Toraja Utara. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a
Yaag dimaksud dengaa skegiatan

antara lain pusat perbelanjaan dan (mall) dan pusat
perkotaan.

Huruf b
Cukup jelae.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf d
Cukupjelas.

Huruf f
Cukupjelas.

Huruf g
Qukup jplss,

Huruf h
Cukup jeLas.

Huruf i
Qukup jelas,

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (51

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

t7

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan �kegiatan perdagangan" 
antara lain pusat perbelanjaan dan (mall) dan pusat 
perkotaan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup j.elas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas, 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
CY�JJ.P j�lfJ.§,. 

Hurufh 
Cukup jelas. 

Hurufi 
Cukup jelas. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukupjelas. 

Hurufl 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 
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Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Aaalisis bangkitan dan tarikaa lalu lintas
dan angkutan jalan akibat pembangunan
dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah
teknis transportasi dengan menggunakan
fal<Ar trip rate yalr;g secara
nasional berdasarkan jenis kegiatan yang

klasifikasi kota, dan faktor
teknis lainnya.

Hurufb
S-imu-les.i -kin-e:ja .lalu lintas deagan adenya
pengembangan dalam hal ini dila}ukan
dengan menggunakan faktor trip rate yang

secara nasional berdasarkan
jenis kegiatan yang dikembangkan,
kLasifikasi kota, dan faktor telmis lainnya.
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya
pengembangan termasuk puLa simulasi dan
penanganan dampak lalu lintas yang
diperkirakan akan timbul.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf p
Rencana
merupakan

pemantauan

atau dalam
penanganan dampak.

Huruf f
Gambaran umum lokasi yang akan
dibangun atau dikembangftan paling sedikit
memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial
ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan
angkutan yang ada di lokasi yang akan
dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jeLas.

Paeal 1O

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

dan evaluasi
pemerintah dan

iE

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Analisis bangkitan den tarikan Ialu lintas 
dan angkutan jalan akibat pembangunan 
dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah 
teknis transportasi dengan menggunakan 
faktor trip rate yang ditetapkan secara 
nasional berdasarkan jenis kegiatan yang 
dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor 
teknis lainnya. 

Hurufb 
§i.rmJ.J�§i Jdn�.rj� J�Jy Jint�§ 4�.nK@ �g�ny� 
pengembangan dalam hal ini dilakukan 
dengan menggunakan faktor trip rate yang 
ditetapkan secara nasional berdasarkan 
jenis kegiatan yang dikembangkan, 
klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. 
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya 
pengembangan termasuk pula simulasi dan 
penanganan dampak lalu lintas yang 
diperkirakan akan timbul. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Rencana pemantauan dan evaluasi 
merupakan tanggungjawab pemerintah dan 
Pengembang atau Pembangun dalam 
penanganan dampak. 

Huruff 
Gambaran umum lokasi yang akan 
dibangun atau dikembangkan paling sedikit 
memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial 
ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan 
angkutan yang ada di lokasi yang akan 
dikembangkan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 
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Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jel,ae.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukupjelas.
Paeal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 2O

Cukupjelas.
Pasal 2l

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 117

IE

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas, 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 117 
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